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Temuan BPK Ditindaklanjuti OPD

MUKOMUKO, BE - Ter-
kait temuan Laporan Hasil
Peraeriksaan (LHP) BPK se-
jak Senin lalu, dan langsung
dilakukan tindak janjut dari
Inspektorat daerah (Ipda).
Salafa satunya menyurati
OPD-OPD terkait. Hingga
saat ini (kemarin), beberapa
OPD sudah ada itikad baik

dengan cara mengembalikan
potensi kerugian negara ke

kasda'.

"Sudah ada tindaklanjut-
nya. Beberapa OPD mulai
mengembalikan potensi
kerugian negara tersebut,
dari basil LI IP BPK," kata
Kepala [nspektur Inspektorat
Daerah Kabupaten Muko
muko, Suleiman SP dikon-
firmasi Bengkulu Lkspress,
kemarin (26/1).

Meskipun sudah ada itikad

baik, kata Sukiman, jajaran-
nya terus memaksimalkan
pengawasan dan kembali
menginggatkan OPD - OPD
yang bersangkutan. Pasal-
nya dalam pengembalian
potensi kerugian negara itu
dilakukan secara bertahap
oleh OPD-OPD terkait. Dan
ada pula OPD yang belum
sama sekali mengembalikan
potensi kerugian tersebut.

Dicontolikannya, Dinas Per-
tanian dan BKD, sudah ada
itikad baik dan mengemba
likan ke kasda.

"OPD-OPD itu secara ber
tahap. Karena dalam keg-
iatan barang dan jasa itu ti-
dak satu rekanan tetapi ada
beberapa rekanan. Nah, ini-
lah yangmenjadi tugasOPD
terkait yang harus sesegera
mungkin menyelesaikan

temuan itu bersama pihak
rekanan yang bersangkutan,"
jelasnya.

la menyebutkan masih ada
waktu untuk menyelesaikan
temuan tersebut. Tetapi,
ha] tersebut harus segera
mungkin diselesaikan. "Ti-
dak harus menunggu wak
tu nya berakhir. Lebih cepat
dikembalikan ke kasda lebih

baik," bebernya.

Sukiman juga menyampai-
kan, temuan tersebut sangat
berpengaruh dengan Opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) yang telah diterima
Pemkab Mukomuko be

berapa tahun lalu. Untuk
menyelamatkan kembali
dan mendapatkan WTP.
Salah satunya temuan dari
LHP BPK harus diselesaikan

hingga seratus persen," be

bernya.
Diketahui opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP)
pernah diperoleh Kabupat
en Mukomuko dua tahun

berturut-turut, yakni untuk
pengelolaan keuangan tahun
2017 dan tahun 2018. Ada-

pun potensi kerugian negara
dari belanja barang dan jasa
tahun 2019 lalu itu mencapai
Rp 2 miliar.(900)


